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Paulus Effendie Lotulung. Silabus Penegak Hukum Lingkungan oleh 
Hakim Perdata Melalui Pasal 1365 KUH Sipil. Passim. 

 
Prinsip ke-15 Deklarasi Rio 1992 menyebutkan „in order to protect the 

environment, the precautionary approach shall be widely applied by 
states according to capabilities. Where there are threats of serious or 
irreversible damage, lack of full scientific uncertainty shall not be 
used as a reason for postponing cost-effective measure to prevent 
environmental degradation‟. Terjemahan bebasnya: “Untuk 
melindungi lingkungan hidup, pendekatan keberhati-hatian harus 
diterapkan oleh negara-negara. Jika terdapat ancapan serius atau 
sungguh-sungguh atau kerugian yang tidak terpulihkan, ketiadaan 
kepastian ilmiah tidak bisa Drupsteen. Netherlands Milieurecht in 
Kort Bestek (Zwolle;e,e,j Tjeenk Wilink) 

  

 


